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ABSTRACT


         Summons trial in criminal proceedings, both addressed to the defendant or witnesses to be confronted in the face of the trial court is very important, so that the call letters of this trial should really be done properly in accordance with the provisions of the criminal procedure law. Because absentia trial acts may be done and without the presence of the accused may follow dilkaukan session without the presence of witnesses is also not possible verification can be done.

Based on the development of delivery of summons palaksanaan practice session conducted Samarinda clearly aligned with the state judiciary law application delivery events divulging call this trial is still experiencing some obstacles. That the delivery of summons hearing officer in this case the Prosecution has not been fully able to carry out their duties in the delivery of a subpoena, which is where it is evident from the number of people, especially who are called to be witnesses of the goals and objectives it to avoid a trial.
         That given the importance of summons hearing criminal cases in the judicial process, would still need to be increased awareness and technical knowledge of the public prosecutor in carrying out tasks summons trial. And society in particular defendant or witness would still need to be increased awareness and knowledge of the law, which this is done, such as providing extension through KADARKUM program and outreach programs in the community.
ABSTRAK 

Surat panggilan sidang dalam proses perkara pidana, baik ditujukan kepada terdakwa atau saksi-saksi yang akan dihadapkan di muka sidang pengadilan sangatlah penting, sehingga surat panggilan sidang ini harus benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sebab tanpa kehadiran terdakwa tindak mungkin sidang dilakukan dan tanpa kehadiran terdakwa tindak mungkin sidang dilkaukan tanpa kehadiran saksi juga tidak mungkin pembuktian dapat dilakukan. 

         Berdasarkan perkembangan praktek palaksanaan penyampaian surat pemanggilan sidang yang dilakukan dijajarkan kejaksaan negeri Samarinda jelas penerapan hukum acara penyampaian suat panggilan sidang ini masih mengalami beberapa hambatan. Bahwa petugas penyampaian surat panggilan sidang yang dalam hal  ini Jaksa Penuntut Umum belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugasnya dalam penyampaian panggilan sidang, yang mana hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat khususnya yang dipanggil untuk menjadi saksi tentang maksud dan tujuan ia menghindari suatu persidangan.
         Bahwa mengingat pentingnya surat panggilan sidang dalam proses peradilan perkara pidana, kiranya masih perlu terus ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan tehnis penuntut umum dalam melaksanakan tugas menyampaikan surat panggilan sidang. Dan masyarakat khususnya terdakwa atau saksi kiranya masih perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan hukumnya, yang mana hal ini dilakukan seperti misalnya mengadakan penyuluhan melalui program KADARKUM dan program penyuluhan di masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN
A.  Alasan Pemilihan Judul
Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa konsekwensinya setiap anggota masyarakat harus mengetahui apa hak maupun kewajibannya sebagai warga negara dan tidak boleh terlepas apalagi demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Hal ini sebagai wujud bahwa hukum itu harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, tidak terkecuali bagi penegak hukum.
Setelah berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981) semakin tegas ditentukan tentang hak dan kewajiban masyarakat, seperti halnya dalam proses peradilan perkara pidana, dimana terdakwa diwajibkan mematuhi segala ketentuan hukum.
Adapun dasar pemikiran meletakkan kewajiban kepada terdakwa adalah merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan pentingnya terciptanya suatu peradilan yang baik, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi semua pihak yang tersangkut dalam suatu proses peradilan di sidang pengadilan untuk mengetahui dan menggunakan haknya di hadapan hukum tersebut.
Sehubungan dengan itulah untuk mencapai tujuan tersebut di atas pelaksanaannya proses peradilan perkara pidana ini tidak terlepas dari surat panggilan siding yang  dapat diwujudkan pelaksanaannya dalam menyatakan praktek, dikatakan demikian karena masalah surat panggilan sidang ini adalah merupakan kunci untuk terlaksananya dengan baik apa yang diharapkan dalam acara-acara persidangan perkara pidana.
Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam praktek peradilan ternyata pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang kepada terdakwabelum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan pasal 112 (ayat 1) KUHAP, yang mana hal ini terbukti dari adanya penundaan-penundaan yang disebabkan tidak tersampainya surat panggilan sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Penelitian sebagai berikut : “TINJAUAN TERHADAP PENYAMPAIAN SURAT PANGGILAN SIDANG KEPADA TERDAKWA DALAM PERADILAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA”. 
BAB II KERANGKA TEORITIS
A. Pengertian Surat Panggilan Sidang 

Keberadaan surat panggilan sidang dalam proses peradilan perkara pidana adalah ditujukan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, yaitu agar para terdakwa dan saksi-saksi datang menghadap untuk dimintai keterangan-keterangan yang bersangkutan dengan kejadian-kejadian suatu perkara pidana. Maksud dari pemeriksaan sidang pengadilan atau proses pemeriksaan sidang di pengadilan Negeri, yaitu tempat dimana para terdakwa dan saksi-saksi akan diperiksa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. 
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa sasaran dari surat panggilan sidang ini adalah sekalian para terdakwa dan saksi, dimana dalam ketentuan pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah, “seorang tersangka yang dituntut , diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.”

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut ini :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kehadiran terdakwa dan saksi dalam proses peradilan perkara pidana jelas merupakan suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa : 
KUHAP menganut prinsip hadirnya terdakwa dan saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tanpa hadirnya terdakwa dan saksi di depan pemeriksaan sidang pengadilan, pemeriksaan atas perkara yang didakwakan tidak dapat dilakukan.

Dari prinsip KUHAP tentang kahadiran terdakwa dan saksi dalam persidangan jelas tidak terlepas kaitannya dengan berfungsi tidaknya surat panggilan yang telah disampaikan, maka untuk lebih menjelaskan surat panggilan ini sebelumnya akan diuraikan pengertian dan isi yang termuat didalamnya. 
Memperhatikan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kiranya tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan surat panggilan hanya sebagai dasar pemikiran terhadap keberadaan surat panggilan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 145 ayat 1 berikut ini :

Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan, dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa dialamat tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. 
Bahwa pada surat panggilan harus lengkap memuat sudat dakwaan seperti surat dakwaan yang dimaksud  dalam pasal 143 ayat 2, yang berarti surat panggilan harus dilampiri dengan surat dakwaan yang memuat syarat formil dan materii tentang kejahatan yang didakwakan.
Adapun pentingnya melampirkan surat dakwaan dalam surat panggilan sidang perkara pidana tidak lain untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi, maka sejalan dengan itulah sebelum terdakwa atau saksi menghadap di sidang pengadilan sudah mengethui apa yang menjadi pokok perkaranya. Untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan atau dalam istilah asing yang sidebut dengan “tenlastelegging” adalah:
Surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindakan pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disumpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman 

Uraian – uraian pengertian dan isi surat panggilan sidang tersebut di atas kiranya didalam acara pemeriksaan sidang pengadilan surat dakwaan ini merupakan suatu hal yang tidak boleh diabaikan, karena jelas surat dakwaan mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan pemanggilan atas diri terdakwa dan saksi-saksi yang akan dihadapkan dimuka sidang pengadilan. 
Sehubungan dengan itu penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan panggilan ini adalah suatu perintah untuk menyuruh terdakwa atau para saksi menghadap sidang pengadilan, dengan maksud untuk melakukan sesuatu pembuktian dalam mencari serta menemukan kebenaran yang bersifat materil atas tuduhan jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

B. Aparat Yang Berwenang Menyampaikan Surat Panggilan Sidang
Bahwa yang berwenang memanggil terdakwa dan saksi dihadapan sidang pengadilan adalah jaksa sebagai penuntut umum, artinya sebelum sidang dibuka oleh hakim. Pengadilan Negeri Jaksa penunutut umum harus sudah mempersiapkan siapa orang yang akan diadili dan setelah tiba saatnya pembuktian juga harus sudah mempersiapkan saksi-saksi.
Untuk menjelaskan siapa aparat yang dimaksud dengan jaksa penuntut umum akan dijelaskand seperti berikut ini : 
1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa surat panggilan sidang baik yang ditujukan kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi sepenuhnya berada di atas tanggung jawab penuntut umum tidak dapat menghadirkannya pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dianggap tidak syah.
Adapun dasar hukum penuntut umum untuk memanggil para terdakwa menghadap sidang pengadilan hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 146 ayat 1 kitab undang-undag hukum acara pidana yang menegaskan bahwa :
Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
Pemanggilan atas diri terdakwa untuk menghadiri pemeriksaan sidang sepenuhnya didasarkan kepada surat panggilan yang disampaikan penuntut umum maka oleh sebab itu kehadiran terdakwa ini adalah suau hal yang mutlak untuk kelanjutan pemeriksaan sidang pengadilan. 

Sedangkan dasar penuntut umum memanggil para saksi yang akan dihadapkan dalam proses pembuktian disidang pengadilan, lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan pasal 146 ayat 2 KUHAP berikut ini : 
Penutut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi-saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus diterima oleh orang yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
Adapun kepentingan pemanggilan saksi dalam proses peradilan perkara pidana adalah ditujukan untuk memberi keterangan saat pembuktian kesalahan yang dilakukan terdakwa, maksudnya pembuktian adalah “Suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku”. 
Sedangkan kepentingan saksi dipanggil untuk mengadiri persidangan dimaksudkan untuk memberi keterangan tentang fakta, kejadian, serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan jalannya peristiwa tesebut terjadi. Untuk jelasnya dan bagaimana yang dimaksud keterangan saksi, adalah sebagaimana diatur  dalam ketentuan pasal 1 butir 27 berikut ini : 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan, karena berkaitan dengan isi ketentuan pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa “ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.Maka dalam kaitan itulah kehadiran saksi melalui suratpanggilan sidang ini sangat diperlukan, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap berikut ini :

Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pangadilan, bukan alat bukti. Tidak dapat dipergunakan untuk pembuktian kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana, yang sedang diperiksa. 

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas kiranya telah jelas bahwa kewenangan untuk melakukan pemanggilan sidang baik terhadap terdakwa atau saksi sepenuhnya berada pada penuntut umum, dan berdasarkan itu juga dapat ditegaskan bahwasanya dilaksanakannya sidang untuk mengadili seseorang terdakwa sepenuhnya ditangan penuntut umum.
C. Tata Cara Penyampaian Surat Panggilan Sidang 

Setelah menguraikan pengertian dan aparat yang berwenang melakukan pemanggilan sidang ini berarti surat pemanggilan sidang ini merupakan salah satu cara yang telah digariskan dalam proses peradilan perkara pidana, sehubungan dengan itulah untuk mengetahui bagaimana penyampaian surat penggilan sidang akan dipaparkan berikut ini.
Tata cara surat panggilan sidang ini akan penulis uraikan baik yang ditujukan kepada terdakwa maupun saksi, untuk jelasnya tata cara tersebut sebagai berikut : 
1. Terdakwa diluar Tahanan

Tata cara pelaksanaan surat panggilan sidang terhadap yang berada di luar tahanan panggilan disampaikan secara langsung dialamat tempat tinggalnya, dan pemanggilan ini harus disampaikan secara langsung kepada terdakwa agar secara jelas diketahuinya maksud dari surat panggilan tersebut.
Penjelasan tersebut di atas adalah didasarkan kepada ketentuan pasal 227 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut ini : 

Petugas yang melaksanakan pemanggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya
Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum acara pidana bahwa ketentuan pasal di atas bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan masih terdapat suatu pengecualian terhadap terdakwa yang secara kebetulan tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan juga acara tesebut diatur dalam pasal 145 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yakni:
Apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediamannya yang terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. 
Lebih lanjut masalah ini semakin dipertegas dalam ketentuan pasal 227 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa :

Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat disalah satu tempat, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia ditempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga dapat berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tesebut

2. Terdakwa dalam Tahanan 
Seorang terdakwa yang sedang berstatus tahanan baik tahanan kejaksaan atau hakim pengadilan Negeri mempunyai tata cara tertentu dalam hal menyampaikan surat panggilan sidang, karena masalah ini akan berkaitan dengan pejabat yang melakukan penahanan. 

Keterangan lebih lanjut mengenai dengan penahanan ini, sebagaimana dikutip dalam ketentuan pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut ini :
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang.

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka tata cara menyampaikan surat pemanggilan sidang bagi terdakwa yang berada dalam tahanan, harus melalui prosedur dengan terlebih dahulu menyampaikan pada aparat yang melakukan penahanan.
Disamping itu jika terdakwa berada dalam rumah tahanan negara (RUTAN) dengan cara  penitipan terdakwa untuk ditahan, oleh ketentuan pasal 145 ayat 3 kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan seperti berikut bahwa “dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara”.
3. Panggilan terhadap Saksi

Sebagaimana ditegaskan segala ketentuan yang berlaku tentang tata cara menyampaikan surat panggilan sidang bagi terdakwa pada prinsip Pengadilan Negeri yang berlaku pula bagi pemanggil  terhadap saksi-saksi yang akan dihadapkan penuntut dihadapan sidang pengadilan.
Sekalipun undang-undang tidak menyebutkan secara tegas semua ketentuan pemanggilan yang berlaku terhadap terdakwa, diperlukan juga terhadap saksi dengan demikian penuntut umum harus menyampaikan suratpanggilan terhadap saksi dialamat tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir sebagaimana yang diatur dalam pasal 145. Akan tetapi sebagai persyaratan yang khusus dan hrus disampaikan kepada saksi adalah alasan untuk apa dia dipanggil menghadap sidang, maksudnya orang yang dipanggil penuntut umum sebagai saksi harus benar-benar tahu kedudukannya dalam pemanggilan dihadapkan sidang pengadilan. Disamping persyaratan tersebut diatas juga khusus terhadap pemanggilan saksi oleh penuntut umum harus menjelaskan peristiwa yang akan disaksiinya dimana masalah ini penting tidak lain untuk menghindari rasa ketakutan dan kekhawatiran saksi dalam memenuhi ini surat pemanggilan sidang tersebut.

Persidangan pengadilan tiada lain akan menjadikan saksi tahu akan perkara yang bersangkutan seperti ini wajar dan perlu diketahui oleh saksi baik ditinjau dari kepentingan pemeriksaan perkara itu sendiri maupun untuk kepentingan kejiwaan dan perlindungan hukum dan kepastian hukum  bagi saksi.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam tata cara penyampaian surat panggilan sidang seperti dijelaskan  diatas kiranya telah jelas tergambar bagaimana upaya yang harus dilakukan penuntut umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya untuk menghadirkan terdakwa maupun saksi.
Sebagai acara yang terakhir dalam penyampaian surat pemanggilan sidang ini adalah mengenai adanya keharusan surat tanda penerimaan dari terdakwa atau saksi yang telah dipanggil dimana surat tanda penerimaan ini harus dibutuhkan tanda tangan penerima sebagai bukti bagi penuntut umum telah melakukan pemanggilan. Dan jika surat pemanggilan sidang tersebut diberikan melalui kepala desa atau dikeluarkan dari terdakwa atau saksi yang dipanggil, juga harus membubuhkan tanda tangan sehingga penuntut dapat mengatasi bilamana terjadi pengingkaran tas penyampaian surat penyampaian sidagn itu.
D. Tentang Waktu Penyampaian Surat Panggilan Sidang
Dalam tata cara pemanggilan sidang pengadilan oleh penuntut umum baik kepada terdakwa maupun terhadap saksi telah ditentukan batas waktu yang pasti dan harus benar-benar diperhatikan karena dengan memberikan btas atau tenggang waktu surat pemanggilan sidang ini  diharapkn penerapan azas peradilan cepat, tepat dan biaya ringan dapat terwujudkan.Tenggang waktu penyampaian surat pemanggilan sidang ditegaskan dalam ketentuan pasal 227 ayat 1 undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi bahwa :
Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihan yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi dan ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terakhir.
Memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kiranya tenggang waktu penyampaian surat panggilan oleh penuntut umum tanpa suatu pengecualian dikatakan demikian karena baik kepada terdakwa ataupun pada saksi ditentukan sama selama tiga hari sebelum hari sidang.
Akan tetapi sekalipun jika alasan terdakwa atau saksi dapat diterima kebenarannya tidak sempat untuk hadir, maka sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad S Soemadi Pradjo dapat melakukan tindakan sebagai berikut ini :
1. Persidangan ditunda dan diundurkan pada hari dan tanggal  berikutnya

2. Penundaan dan pemunduran sidang dibarengi dengan perintah hakim ketua mjelis kepada penuntut untuk memanggil terdakwa pad hri dan tanggal sidang berikutnya.

Adanya sikap untuk mentolerir tenggang waktu sebagaimana ditegaskan tersebut bukan berarti demikian saja dijadikan alasan karena sebagimana ditegaskan dalam kutipan diatas bahwa sikap untuk mentolerir itu masih tergantung kepada penilaian Hakim yang mana hal ini terbukti dari kalimat perintah Hakim. Untuk menghitung tenggang waktu yang dimaksudkan dalm ketentuan pasal 228 kitab undang-undang hukum acara pidana telah ditegaskan bahwa jangka ataupun tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.
Kemudian yang berhubungan pula dengan  masalah penentuan jangka waktu penyampaian surat pemanggilan sidang ini adalah jika telah dipanggil secara sah tapi tetap tidak bersedia untuk hadir, maka dalam keadaan yang seperti ini dalam ketentuan pasal 154 ayat 6 bahwa Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kaliny dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama hari berikutnya.

Adapun yang dimaksud dengan cara menghadirkan terdakwa dengan paksa setelah penyampaian surat pemanggilan melewati jangka waktu tiga hari tiada lain dari pada membawa terdakwa untuk menghadap kemuka sidang dengan pengawalan penuntut umum. Dan masalah pemaksaan untuk menghadirkan terdakwa dihadapan persidangan setelah adanya surat panggilan, sepenuhnya tergantung kepada pertimbangan Hakim apakah penting dilakukan menghadirkan terdakwa secara paksa atau tidak.

Berdasarkan seluruh uraian dalam bab dua ini kiranya telah jelas bagaimana ketentuan teori maupun ketentuan teori maupun ketentuan turan perundang-undangan mengenai surat pemanggilan sidang ini, yang mana jika dilihat dari kegunaannya dalam proses peradilan perkara pidana jelas merupakan hal yang cukup prinsip.
 Karena sebagaimana dinyatakan dalam uraian-uraian sebelumnya bahwasanya surat pemanggilan sidang tidak bisa lepas dari surat dakwaan, sedangkan jika ditinjau dari kedudukan surat dari kedudukan suratdakwaan dalam sidang adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dijadikan pedoman untuk memeriksa dan mengadili terdakwa.

Saksi dipanggil ke dalam ruangan sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi pasal 60 ayat 1 huruf a dan b KUHP.
E. Kedudukan Surat Panggilan Sidang Terdakwa Dalam Pengadilan Pidana 

Sebagaimana dijelaskan  tentang keberadaan surat pemanggilan sidang sebagai salah satu tugas penuntut umum dalam proses peradilan perkara pidana tidak  bisa disangkal lagi bahwa surat panggilan sidang ini adalah sesuatu yang mutlak adanya karena seperti diketahui tanpa surat panggilan sidang tidak mungkin sidang dapat dilanjutkan untuk memeriksan dan mengadili terdakwa. Demikian juga jika ditinjau dari sudut keberadaan pada saksi yang telah dipersiapkan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, jelas tanpa surat panggilan tidak akan dapat dihadirkan untuk memberi  keterangan dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang telah terjadi.

Berdasarkan dua ungkapan tersebut jelas keberadaan surat panggilan dalam proses peradilan perkara pidana cukup penting artinya dimana surat pemanggilan ini bukan sesuatu acara yang bersifat formalitas saja akan tetapi sesuatu yang prinsip. Adapun alasan jaksa menyatakan demikian karena jika dilihat dari tata cara penyampaian surat panggilan sidang ini yang bisa diberikan langsung kepada terdakwa atau saksi atau dititipkan kepada kepala desa menunjukkan kurang penting akan tetapi semestinya tidak demikian melainkan justru pemanggilan sidang ini merupakan tugas yang cukup mengambil resiko. Oleh sebab itu menurut hakim bahwa sidang ini harus benar-benr dianggap bagai suatu cara penentu keberhasilan pelaksanaan sidang yang akan dilanjutkan atau harus dijadikan bagaimana ukuran kesiapan bagi jaksa penuntut umum untuk melaksanakan sidang. Kemudian dari pada itu pentingnya surat panggilan sidang ini juga tidak terlepas dari kepentingan upaya jaksa penuntut umum dalam menegakkan azas peradilan cepat, tepat dan biaya yang ringan, karena pengoperasionalan surat panggilan sidang ini secara baik dan tepat sasaran jelas tidak akan terjadi penunda-nundaan sidang.

Demikian pula jaksa penuntut umum ditinjau dari sudut kepentingan pihak keluarga terdakwa masalah surat panggilan sidang ini benar-benar cukup berarti keberadaannya, dikatakan demikian karena dengan sampainya surat panggilan tentunya pihak keluarga akan mengetahui apa alasannya terdakwa dipanggil untuk menghadap sidang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemanggilan Sidang Kepada Terdakwa Dalam Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Samarinda.
  Memperhatikan pentingnya surat panggilan sidang yang merupakan tugas jaksa penutut umum dalam proses peradilan perkara pidana, maka surat panggilan sidang akan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa setelah ditetapkan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut agar penyampaian surat pengadilan sidang ini hendaknya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka menurut hakim jika surat panggilan tidak disampaikan sesuai ketentuan hukum acara pidana, itulah sebabnya dalam kenyataannya yang terjadi dilingkungan Kejaksaan Negeri Samarinda bahwa surat panggilan sidang ini masih dirasakan adanya kekurangannya dalam hal penyampaian, dikatakan demikian karena perkembangan yang terjadi masih sering masalah penyampaian surat panggilan persidangan ini menjadi alasan penundaan sidang.

  Perkembangan seperti tersebut di atas dimana penyampaian surat panggilan sidang sering dijadikan alasan oleh para terdakwa atau saksi sebagai penyebab ia tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, sehingga dengan kondisi demikian berakibat tertundanya sidang.Maka oleh sebab itu lebih lanjut menjelaskan bahwa keadaan seperti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menyatakan belum lancarnya penyampaian surat panggilan ini dalam praktek, bahkan lebih jauh dapat dikatakan surat panggilan sidang belum mendapat perhatian yang serius.

Demikian juga setelah adanya dilakukan pendekatan terhadap terdakwa atau saksi tidak jarang mereka menyatakan bahwa surat panggilan tersebut tidak sampai ditangan mereka, atau kadang-kadang surat panggilan sidang tersebut sampai akan tetapi telah lewat waktu. Maka sehubungan dengan itulah menurut hakim menyatakan tindakan seperti inilah salah satu bukti penyampaian surat panggilan sidang tidak mengenai pada sasaran yang diharapkan, karena surat yang tidak sampai tersebut pasti akan selalu dijadikan alasan baik oleh terdakwa atau saksi.

Kemudian dari pada itu yang perlu untuk diketahui terdakwa, sehingga setelah sampainya surat panggilan ditangan terdakwa justru ia sendiri tidak mengetahui apa dan bagaimana maksudnya. Karena itu sebagaimana ditegaskan oleh hakim berakibat terdakwa tidak mengetahui apa persoalan yang dihadapinya, seperti misalnya masalah ini sering terjadi dalam kasus-kasus penghinaan yang penuntutnya hanya dapat dilakukan setelah adanya suatu pengaduan.

Perkembangan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas akan lebih kabur lagi jika masalah tersebut dia rahkan kepada pihak saksi, dimana para saksi yang diharapkan kehadirannya dalam sidang pengadilan ternyata tidak hadir karena ketidak sampaian surat panggilan sidang. Atau bisa juga tejadi penyampaian surat panggilan sidang telah sampai ditangan saksi, akan tetapi setelah dihadapan sidang pengadilan justru ia tidak mengetahui tentang peristiwa pidana yang diharapkan dapat diterangkannya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas kiranya dalam praktek pelaksanaan penyampaian surat panggilam sidang dijajaran Kejaksaan Negeri Samarinda belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana hal ini terbukti dari gambaran yang dijelaskan diatas.Sehingga dalam hubungan itulah praktek pelaksanaan penyamapain surat panggilan sidang oleh Jaksa penunntut umum masih terlalu dilakukan asal jadi saja tanpa pemikiran apa akibat dan kerugian yang timbul bilamana tidak secara tepat penyampaian surat panggilan sidang ketangan orang yang ditujukan.

Biasanya yang sering terjadi para petugas menganggap bahwa pemanggilan sidang ini hanya sebagai formalitas saja, oleh karna itu perlu ditingkatkan pengawasan oleh kepala Kejaksaan Negeri  baik secara administratif maupun pengawasan langsung ke lapangan, atau kebawahannya.
Pelaksanaan yang berkaitan dengan tata cara menyampaian surat panggilan, karena bagaimanapun juga tertibnya pelaksanaan surat panggilan sidang ini sangat tergantung kepada peraturan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,demikian juga halnya dengan suatu petunjuk pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang bagi aparat penuntut umum, maka akan mereka ketahui ketentuan yang berkaitan dengan akibat-akibat hukum bilamana surat panggilan sidang ini tidak sampai di tangan pihak-pihak yang akan disuruh menghadap ke pengadilan. 

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam penyajian data ini kiranya dapat memberikan gambaran perkembangan praktek pelaksanaan surat panggilan sidang, dimana selain persoalan yang penting untuk ditingkatkan dalam lingkungan aparat kejaksaan sendiri, juga masih perlu meningkatkan kemampuan hukumnya dalam bidang hukum acara pidana.

Kemudian dari pada itu masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang tersebut juga masih harus dibenahi baik pengetahuan hukumnya, maupun kesadarannya dalam mematuhi kewajibannya sebagai warga negara khususnya dalam mematuhi setiap panggilan untuk menghadiri persidangan-persidangan.

Berdasarkan seluruh data-data  penelitian yang terkumpul selama melaksanakan penelitian dilapangan kiranya telah jelas tergambar bagaimana pentingnya penyampaian surat panggilan sidang dalam proses peradilan perkara-perkara pidana, dimana kepentingan tersebut  dilihat dari sasaran yang akan dicapai melalui surat pemanggilan sidang tersebut yaitu kepada terdakwa atau saksi. Dimana seperti diketahui pemanggilan terdakwa untuk hadir dihadapan persidangan-persidangan negeri sangat penting agar segala tuduhan atas dirinya dapat diketahui, yang kemudian pada gilirannya akan dapat mengetahui apa dan bagaimana pembelaan yang akan dilakukannya sedangkan sebaliknya dikatakan penting bagi saksi-saksi yang akan dihadapkan disidang pengadilan karena justru tanpa saksi ini hadir dimuka persidangan tidak akan mungkin dapat ditemukan kebenaran dan keadilan selama pemeriksaan sidang. Maka sehubungan dengan itulah untuk mengetahui bagaimana kebenaran data-data penelitian tersebut berikut ini akan penulis analisa secara satu persatu.


        Berdasarkan uraian tentang pentingnya surat panggilan sidang dalam proses peradilan perkara pidana, kiranya data penelitian telah menunjukkan bahwa keberadaan surat panggilan sidang tidak terlepas dari kepentingan terdakwa, saksi dan penegakan hukum itu sendiri.Oleh sebab itulah jika dalam praktek pelaksanaan surat panggilan ini dapat dilaksanakan  dengan baik sesuai dengan hukum acara pidana, maka jelas sistim peradilan pidana yang menganut azas peradilan cepat, tepat dan biaya ringan akan dapat diwujudkan sesuai dengan salah satu yang dijadikan prinsip dalam KUHAP. 

        Berdasarkan penjelasan tersebut di atas kiranya kenyataan yang berkembang dimana arti pentingnya surat pemanggilan ini belum terwujud sebagaimana mestinya, baik ditinjau dari sudut aparat maupun dari sudut masyarakat, penulis nyatakan demikian karena harapan seperti dijelaskan di atas yaitu terwujudnya suatu perjalanan sidang yang cepat, tepat dan biaya ringan tersebut belum berjalan dengan baik.Bahkan tidak jarang akibat dari kurangnya pemahaman terhadap pentingnya surat panggilan sidang ini menjadikan jadwal persidangan sering tertunda apabila ternyata terdakwa telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir maka dipanggil sekali lagi dan jika juga tidak hadir maka hakim dapat mengeluarkan penetapan untuk menghadirkan terdakwa dengan upaya paksa sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat menindak terdakwa untuk hadir di persidangan.
         Adanya gambaran tersebut di atas menunjukkan pelaksanaan surat panggilan sidang baik terhadap terdakwa atau saksi kiranya jelas pentingnya surat terdakwa panggilan sidang ini masih belum sepenuhnya dipahami, penulis nyatakan demikian semestinya kalau benar-benar aparat mengetahui dimana letak kepentingan surat panggilan ia akan selalu berusaha agar penyampaian surat panggilan tersebut sampai di tangan yang berhak.Dengan kata lain setiap pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang harus sesuai dengan aturan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga pemanfaatan surat panggilan sidang dapat difungsikan dalam memperlancar jalannya persidangan. Maka oleh sebab itulah menurut hemat penulis jika melakukan penyampaian surat panggilan ini merupakan suatu kejadian, dan kalau ini dilakukan pasti penegakan hukum melalui pengadilan yang bersih dan berwibawa.

       Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas kiranya telah jelas bagaimana  keberadaan surat panggilan sidang ini jika ditinjau dari sudut kepentingannya, baik itu oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini penuntut umum, maupun terhadap terdakwa dan saksi-saksi. Berdasarkan kurangnya perhatian terhadap keberadaan surat panggilan sebagai suatu acara peradilan perkara pidana, kiranya praktek telah menunjukkan perkembangan yang kurang baik dalam praktek khususnya di Pengadilan Negeri Samarinda.


  Penegasan tersebut di atas sebagaimana penulis analisa bahwa pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang ini ternyata semata-mata dianggap hanya sebagai formalitas saja, yang mana hal ini disebabkan aparat penuntut umum dalam melaksanakan penyampaian suratpanggilan sidang masih menonjolkan sikap yang kurang bertanggungjawab terhadap sampai tidaknya  surat panggilan sidang, apalagi jika surat panggilan sidang hanya dititipkan saja tanpa ketemu dengan orang yang dipanggil.

  Berhubungan dengan penjelasan tersebut, maka menurut penulis perkembangan tersebut tidak lain disebabkan pelaksana penyampaian surat  panggilan oleh JPU tidak diawasi  oleh  kepala kejaksaan negeri, dengan kata lain terlalu mempercayai JPU kurir atau staf yang ditugaskan menyampaikan surat panggilan tersebut. Pada hal dalam kenyataan yang berkembang tidak jarang aparat yang ditugaskan untuk menyampaikan surat panggilan sidang ini baik terhadap terdakwa atau saksi cukup sering mengalami kesulitan seperti misalnya sulitnya bertemu dengan orang yang diharapkan.Sehingga dengan kondisi demikian surat panggilan sidang tersebut hanya dititipkan begitu saja kepada yang dianggap dapat menyampaikan kepada yang berkepentingan seperti keluarga atau Kepala Desa, pada sifatnya pekerjaan yang kurang pasti.Apalagi kalau kita tinjau dari sisi masyarakat yang mana masih sangat kurang kesadaran dan pengetahuan hukumnya jelas akan semakin mempersulit penyampaian surat panggilan sidang di tangan yang berhak, maka oleh sebab itu menurut penulis bahwa perkembangan praktek yang demikian sangat kurang beralasan bagi terciptanya peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan. 

       Kemudian dari pada itu menurut hemat penulis sampainya surat panggilan sidang di tangan terdakwa atau saksi secara jelas aparat pelaksana akan dapat untuk memberi sedikit penjelasan, seperti misalnya penjelasan tentang kedudukan dan fungsi mereka-mereka yang dipanggil untuk menghadap di sidang pengadilan. Akan tetapi oleh karena pelaksanaannya tidak demikian itulah sebabnya sekalipun surat panggilan tersebut sampai di tangan terdakwa atau saksi-saksi, namun ternyata setelah dihadapan sidang pengadilan tidak mengetahui apa persoalan yang akan diterangkannya, sehingga pada gilirannya menyebabkan tertundanya sidang, seperti dijelaskan di atas jelas masih diperlukan suatu pendekatan saat penyampaian surat panggilan, maka oleh sebab itu tidak ada alasan bahwa yang terbaik adalah surat panggilan  sidang tersebut harus sampai kepada sasaran yang dituju dalam surat panggilan sidang tersebut. Perkembangan praktek penyampaian surat panggilan sidang seperti dijelaskan di atas jelas cara yang demikian tidak saja akan mempersulit pelaksanaan sidang yang akan diterapkan, akan tetapi juga kurang memberi perlindungan hukum khususnya terhadap saksi yakni kebebasan tidak adanya perasaan tertekan selama diperiksa dihadapan sidang pengadilan. 

B. Hambatan dalam Penyampaian Surat Panggilan Sidang 

       Beberapa hambatan yang di bahas dalam Bab Penyajian data terhadap pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang, baik terhadap terdakwa maupun para saksi-saksi yang diharapkan kehadirannya di muka sidang pengadilan tidak terlepas dari ketentetuan hukum sebagai dasar bagi pengoperasiannya. Karena jika perkembangan praktek tersebut masih terus berlanjut jelas akan menimbulkan masalah terhadap penegakan hukum dan hak-hak terdakwa khususnya, maka oleh sebab itulah hambatan-hambatan yang tertuang dalam data penelitian perlu diketahui bagaimana latar belakang penyebab.

       Sebagai hambatan yang pertama sebagaimana disajikan dalam data penelitian adalah disebabkan ketidakpastian Undang-undang yang mengatur pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang, dimana kekurangan aturan perundang-undangan ini tidak ada menentukan bagaimana akibat hukum jika surat panggilan sidang tersebut tidak ada sampai di tangan terdakwa atau saksi-saksi.Sehingga dengan adanya yang demikian menyebabkan aparat penuntut umum yang bertugas melaksanakan penyampaian surat panggilan sidang, kuranga menunjukkan kesungguhannya dalam berusaha untuk menemui terdakwa atau saksi yang diharapkan hadir dalam persidangan melalui surat panggilan sidang tersebut.Dalam hubungannya dengan kurangnya kesadaran aparat yang melakukan penyampaian surat panggilan sidang jelas yang menjadi masalah adalah faktor kesadarannya sebagai petugas negara, dimana menurut hemat penulis hal ini tidak terlepas dari kurangnya kemampuan, sikap dan pemahamannya terhadap keberadaan surat panggilan sidang perkara pidana dan menganggap hal yang sepele.
Adapun maksudnya dari segi kemampuan dimana aparat penuntut umum melalui petugas yang diperhatikan untuk menyampaikan surat panggilan sidang tersebut dengan secara sadar tidak berusaha untuk menemui sasaran yang dituju dalam surat pemanggilan sidang tersebut. Sehingga berkelanjutan secara terus-menerus dengan mengambil sikap cukup dititipkan saja pada orang-orang yang dianggaPengadilan Negeri ya bisa menyampaikan surat panggilan tersebut kepada orang yang berhak.
Atas kepercayaan para petugs dengan cara penitipan ini ternyata tidak berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, oleh karenanya berakibat bahwa surat panggilan tersebut tidak sampai baik kepada terdakwa maupun pada saksi-saksi.Dengan dua alasan tersebut di atas semakin dipertajam dengan kurangnya pemahaman petugas atas pentingya surat panggilan sidang tersebut, dimana yang ia ketahui hanya menyampaikan saja, pada hal semestinya surat pemanggilan tersebut sampai ditambah dengan sedikit penjelasan maksud penyampaian surat tersebut. Sehingga sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum bahwa pihak yang dipanggil, akan dapat mengetahui dan memahami maksud kedatangan surat pemanggilan sidang tersebut sesuai dengan tujuannya.Sedangkan yang berhubungan dengan faktor penghambat kurangnya kesadaran masyarakat sebenarnya adalah salah satu faktor terpenting yang perlu dipahami aparat pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang, dikatakan demikian karena mengingat masih rendahnya rasa maupun tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan-pelaksanaan hukum. Dimana dalam masyarakat masih berkembang suatu anggapan bahwa berhadapan dengan pengadilan tidak leih dari mempersulit diri sendiri, sehingga apapun tindakan aparat penegak hukum seperti pemanggilan untuk menjadi saksi biasany selalu dielakkan. 

Kemudian agar pelaksanaan tugas penuntut umum dalam penyampaian surat panggilan sidang dapat berjalan dengan baik  juga tidak terlepas dari peningkatan kemampuan penuntut umum. Maka oleh sebab itu perlu ditingkatkan pengetahuan hukumnya khususnya dalam bidang hukum dalam beracara dalam proses peradilan perkara pidana.Sedangkan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya terhadap surat panggilan sidang juga masih perlu ditingkatkan dengan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, karena dengan cara inilah masyarakat benar-benar mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas kiranya demikianlah seluruh langkah yang menurut analisa penulis penting untuk terus dibina dan ditingkatkan pelaksanaannya ditengah-tengah pergaulan dan lingkungan masyarakat, dimana dalam setiap pelaksanaan penyampaian surat panggilan khususnya di pengadilan negeri Samarinda akan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan pelaksanaan undang-undang.

1. Hambatan dalam Palaksanaan Penyampaian Surat Panggilan Sidang


Berdasarkan perkembangan praktek palaksanaan penyampaian surat pemanggilan sidang yang dilakukan dijajarkan kejaksaan negeri Samarinda jelas penerapan hukum acara penyampaian suat panggilan sidang ini masih mengalami beberapa hambatan. Maka untuk jelasnya hambatan-hambatan pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang dapat diperinci sebagai berikut dibawah ini :
a. Bidang Perundang-Undangan 

Dalam undang-undang hukum cara pidana yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 yang menggantikankedudukan HIR sebagai hukum dalam beracara sidang pengadilan kiranya telah mendapatkan cara pemanggilan sidang oleh penuntut umum sebagai suatu acara peradilan perkara pidana.
Bahkan ditegaskan keberadaan surat panggilan sidang ini merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain tidak hadirnya terdakwa atau saksi karena surat pemanggilan tidak sampai pada sasarannya dapat mengakibatkan ditundanya sidang.Akan tetapi ketegasan dalam tata cara penyampaian surat panggilan dalam tata cara penyampaian surat panggilan sidang tersebut tidak diberangi dengan aturan pengawasan, maksudnya sebagaimana seharusnya dalam aturan pelaksanaan harus ada ketentuan dalam aturan pelaksanaan harus ada ketentuan akibat hukum yang jelas jika surat panggilan tidak samapi ditangan seseorang (terdakwa ). Maka sejalan dengan itulah menyebabkan pelaksanaan penyampaian surat panggilan selalu mengalami kendala karena sekalipunsurat panggilan sidang tidak sampai akibatnya hanya penundaan sidang saja, sedangkan akibat hukum yang lain seperti misalnya lembaga peradilan dalam pengawasan pemeriksaan pendahuluan. 
Demikian juga bilamana surat panggilan sidang terdakwa tersebut dititipkan melalui kepala desa juga tidak satu ketentuanpun yang menyebutkan akibat hukum apabila titipan surat panggilan tersebut tidak sampai, sehingga kepala desa tidak jarang menganggap bahwa penyampaian surat tersebut hanya sebatas kalau ia kebetulan menemui terdakwa atau saksi yang akan dipanggil dan juga yang menjadi penghambat dalam aturan perundang-undangan ini menyangkut penyampaian surat panggilan sidang melalui papan pengumuman, padahal dengan perkembangan teknologi sudah sepantasnya dapat dilakukan melalui media elektronik seperti radio, yang mana kegunaannya sudah jelas akan dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh dan terpencil. 
b. Kurangnya Kesadaran Aparat
Adapun yang dimaksudkan dengan aparat tentunya adalah penuntut umum sebagai jajaran yang bertugas dalam pemanggilan terdakwa atau saksi. Sebagaimana surat penyampaian surat panggilan sidang tidak langsung dilakukan oleh penuntut umumnya, melainkan penyampaian surat panggilan sidang tersebut dilakukan melalui kurir yang mewakili penuntut umum untuk menyampaikannya. Maka dalam kondisi demikian, sering surat panggilan tersebut tidak sampai di tangan terdakwa atau saksi yang akan dipanggil, dimana hal ini biasanya disebabkan lokasi pemanggilan yang cukup jauh atau sangat sulit dijangkau kendaraan. Dengan keadaan yang demikian para petugas hanya memikirkan saja, apalagi secara sebetulah waktu jam kantor telah habis biasanya petugas selalu mengendur penyampaian surat panggilan tersebut. Dengan demikian menurut kesimpulan hakim jika dilihat dari sudut aparat yang melaksanakan pemanggilan tersebut belum sepenuhnya menyadari apa arti tugasnya, dimana rasa tanggungjawab atas penyelesaian tugas yang dibebankan tersebut masih rendah. 

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat 

Jika diperhatikan dari sudut masyarakat juga merupakan hambatan yang cukup berarti dalam penyampaian surat panggilan sidang ini, dikatakan demikian karena masyarakat sering menganggap bahwa pemanggilan sidang ini hanya mempersulit diri sendiri untuk berhadapan dengan pengadilan. 


Faktor hambatan seperti ini, cukup sering ditemui dalam praktek yang mana sudah biasanya masyarakat seperti untuk menjadi saksi enggan untuk dipanggil sehingga jika mengetahui ia akan dipanggil karena mengetahui peristiwa pidana yang terjadi selalu berusaha untuk mengelak atau menghindar dari petugas penyampai surat panggilan sidang tersebut. Bahkan tidak jarang hal ini oleh para Kepala Desa itu sendiri selalu memperlambat kehadirannya untuk dihadapkan di sidang untuk memberi keterangan, dimana keadaan seperti ini biasanya mereka beralasan bahwa sedang tugas, atau bahkan ada diantara kepala desa yang tidak bersedia hadir dengan alasan harus ada izin dari atasannya terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian –uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya penyampaian surat pemanggilan sidang belum diketahui bahwa masyarakat bahwa itu adalah merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara, karena itulah kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat masih dianggap sebagai penghambat pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang ini. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A.
Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini adalah :
1. Berdasarkan perkembangan praktek palaksanaan penyampaian surat pemanggilan sidang yang dilakukan dijajarkan kejaksaan negeri Samarinda jelas penerapan hukum acara penyampaian suat panggilan sidang ini masih mengalami beberapa hambatan. Bahwa petugas penyampaian surat panggilan sidang yang dalam hal  ini Jaksa Penuntut Umum belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugasnya dalam penyampaian panggilan sidang, yang mana hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat khususnya yang dipanggil untuk menjadi saksi tentang maksud dan tujuan ia menghindari suatu persidangan.

2. Bahwa pemanfaatan surat panggilan sidang baik kepada terdakwa atau saksi-saksi yang akan dihadapan di muka sidang, belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai salah satu acara dalam proses peradilan perkara pidana. Yang mana hal ini disebababkan kurangnya kesadaran penuntut umum terhadap pelaksanaan penyampaian surat panggilan secara tepat, baik kepada terdakwa atau saksi.

Masyarakat khususnya terdakwa atau saksi belum menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mematuhi panggilan sidang, dimana hal ini disebabkan kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap pentingnya surat panggilan sidang. Yang sering menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda adalah disebabkan luas dan sulitnya tempat-tempat yang dituju petugas dalam penyampaian surat panggilan sidang tersebut. 

B. 
Saran-Saran 


Adapun saran-saran yang penulis sumbangkan dalam menutup peneltian ini adalah sebagai berikut di bawah ini :
1. Bahwa mengingat pentingnya suratpanggilan sidang dalam proses peradilan perkara pidana, kiranya masih perlu terus ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan teknis penuntut umum dalam melaksanakan tugas menyampaikan surat panggilan siding, agar surat dapat tersampaikan sesuai prosedur. 
2. Bahwa masyarakat perlu di beri pemahaman tentang hokum khususnya terdakwa atau saksi kiranya masih perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan hukumnya, agar masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya sebuah surat yang di sampaikan
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